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WIRAUSAHA ODONG-ODONG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  

(Studi Kasus Pengusaha Odong-Odong Di Paguyuban Seduluran Kereta 

Wisata Kabupaten Purbalingga) 

ABSTRAK 

Firkhan Aji Gunawan  

NIM. 1522301105 

Odong-odong merupakan kendaraan roda empat yang dibuat khusus atau 

hasil modifikasi dari kendaraan lain dan didesain serupa dengan kendaraan umum 

seperti bus kecil atau semacamnya agar terlihat unik, menarik dan dapat memuat 

orang banyak. Odong-odong merupakan penyedia jasa pengantaran untuk wisata, 

keliling sesuai rute dan umum dengan menggunakan kendaraan hasil modifikasi, 

sehingga terdapat aspek-aspek yang lalai diperhatikan oleh bengkel dan pemilik 

Odong-odong tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti praktik Wirausaha 

Odong-Odong Di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga 

Menurut Perspektif Hukum Islam. 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Yuridis 

normatif yaitu jenis pendekatan yang menggunkan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum 

dan pendapat para Ilmuwan hukum. Metode pengumpulan data penelitian 

dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan 

mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang 

kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan 

Penelitian ini menunjukan bahwa, Paguyuban Seduluran Kereta Wisata 

dalam menjalankan usahanya merupakan jasa sewa manfaat dari pengantaran 

untuk wisata, keliling sesuai rute, dan umum. Dalam memodifikasi kendaraan 

bermotor harus memenuhi ketentuan pada perturan yang berlaku yaitu Undang- 

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Kendaraan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 

133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Namun pada 

praktiknya, Odong-odong tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di 

Indonesia seperti tidak adanya fasilitas keamanan bagi sopir dan penumpang, serta 

karoseri atau bengkel pembuat kendaraan Odong-odong tersebut tidak mempunyai 

lisensi dari agen tunggal pemegang merek. Persyaratan teknis modifikasi 

kendaraan bermotor yang telah ditentukan dalam setiap peraturan merupakan 

sebuah kemaslahatan yang tujuannya demi menciptakan keamanan dan 

keselamatan umum. Dalam hukum ekonomi syariah, sewa jasa terkonsep dalam 

akad ija>rah.  Menurut hukum Islam terdapat kaidah la< d}arara wa la< 

d}ira<r, kaidah ini merupakan bentuk preventif untuk menjaga pemilik kendaraan 

agar terhidar dari tindak pidana, dan menjamin keselamatan bagi para 

penumpannya. 

Kata kunci : Wirausaha, Odong-odong, Paguyuban Seduluran Kereta 

Wisata dan Hukum Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap muslim menginginkan keberhasilan dan kebahagiaan di dunia 

maupun di akhirat. Kebahagiaan dan keberhasilan tersebut dapat dicapai 

dengan menjalankan ajaran agama yang sudah terkandung dalam kitab suci 

Alqur’an dan Hadits Nabi Muhammad S.A.W. Oleh karena itu menjalankan 

perintah Allah melalui pengamalan ajaran yang telah tertulis dalam 

Alqur’an dan Hadits wajib dilakukan.  

Al-Qur’an dan Hadits berisi berbagai petunjuk mengenai apa yang 

menjadi perintah Allah dan apa yang menjadi larangan Allah S.W.T. Salah 

satunya adalah petunjuk dalam bermuamalah. Berwirausaha yang benar 

adalah salah satu bagian dari muamalah yang diajarkan dalam Alqur’an dan 

hadits. Menjalankan usaha merupakan salah satu ikhtiar manusia dalam 

mendapatkan rezeki guna mencapai keberhasilan dan kebahagiaan dunia dan 

akhirat, apabila dijalankan secara benar dan bersungguh-sungguh.
1
 

Dalam Surah Al-Jumu’ah (62) ayat 10, Allah SWT berfirman 

لوَٰةُ فَٲنتشَِرُواْ فيِ ِ وَٱذٱلأرَضِ وَٱبتغَوُاْ مِن فَ  فَإذِاَ قضُِيَتِ ٱلصَّ َ ضلِ ٱللََّّ كُرُواْ ٱللََّّ

 تفُلِحُونَ  لَّعَلَّكُم اكَثِير  

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung. 
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Yogyakarta, tt, hlm. 3. 



Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap muslim untuk senantiasa 

menjalankan kewajiban beribadah (Sholat 5 waktu) kemudian bertebarlah 

untuk mencari rezeki dengan cara yang baik dan benar agar selalu mendapat 

barokah dari rezeki yang didapat dan selalu mengingat-Nya. 

Surah An-Najm (53) ayat 39-41, Allah SWT berfirman:  

ََّ مَس عَعيَٰ وَأنَ لَّيسَ لِلِ  نِ لِ َٰٰ ثمَُّ يجُزَىٰهُ ٱلجَزَاءَ    فَ يرَُىٰ وَأنََّ عَعيَهُۥ عَو   ن

  فيَٰ ٱلأوَ

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 

telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan 

diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya 

dengan balasan yang paling sempurna. 

 

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa manusia atau seorang 

muslim diperbolehkan untuk berusaha atau berwirausaha untuk mencukupi 

kehidupannya. Bahkan Islam menganjurkan umatnya untuk berusaha 

sebagai bentuk  ikhtiar manusia dalam mendapatkan rezeki dengan cara 

yang benar tentunya guna mencapai keberhasilan dan kebahagiaan dunia 

dan akhirat. 

Wirausaha berasal dari dua kata “wira” dan “swasta”. Kata wira 

memiliki kesamaan kata dengan perwira, kesatria atau seseorang yang 

memiliki keberanian besar. Sedang istilah swasta berdasarkan arti katanya 

merupakan suatu bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah (non 

goverment).
2
 

Meredith mengatakan wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai 

kemampuan, melihat dan menilai 8 kesempatan bisnis, mengumpulkan 
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sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan 

daripadanya serta mengambil tindakan yang tepat, guna memastikan 

kesuksesan
3
 

Dalam berwirausaha manusia berhubungan dengan manusia lainnya 

dalam berbagai hal seperti hubungan produsen dengan konsumen, kerja 

sama, ataupun sebagainya. Dalam fiqh mu’amalah dibahas tentang 

persoalan-persoalan yang berkenaan hubungan antar manusia, hubungan 

tersebut dapat berupa kebendaan (al-ma<diyah) maupun tata kesopanan (al-

adabiyah) al-mu’ama<lah al-ma<diyah adalah mu’amalah yang mengkaji 

segi objeknya, yaitu benda. Sebagian Ulama berpendapat bahwa al-

mu’ama<lah al-ma<diyah bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, 

haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjual belikan atau diusahakan, benda 

yang menimbulkan kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi 

manusia dan lain-lain. 

Di Kabupaten Purbalingga terdapat Paguyuban Pengusaha Odong-

odong yaitu “Seduluran Kereta Wisata” yang terdiri dari cukup banyak para 

pengusaha Odong-odong, dan sudah cukup menjamur di berbagai Desa. 

Masyarakat sekitarpun antusias atau terhibur dengan adanya Odong-odong 

yang masuk Desa mereka karena dapat menjadikan hiburan kususnya anak-

anak dengan didampingi orang tuanya.  

Odong-odong adalah kendaraan roda empat yang dibuat khusus atau 

hasil modifikasi dari kendaraan lain dan didesain serupa dengan kendaraan 
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umum seperti bus kecil atau semacamnya agar terlihat unik, menarik dan 

dapat memuat orang banyak. Biasanya Odong-odong dirubah tampilannya 

menjadi berbagai karakter dan gambar seperti kereta atau yang lainya, dan 

juga disediakan musik agar yang menaikinya terhibur untuk anak-anak.  

Modifikasi Odong-odong yang terkesan asal-asalan tanpa melalui uji 

tipe dan uji berkala, hal tersebut berdampak pada keamanan dari penumpang 

maupun sopir itu sendiri. Perubahan modifikasi pada kendaraan juga dapat 

membuat kendaraan tersebut menjadi illegal, karena Odong-odong 

dimodifikasi sedemikian rupa meliputi bentuk, dimensi, kapasitas muatan, 

bahkan terdapat juga sampai pergantian mesin.  

Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan 

perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut akan 

dilakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU No. 22/2009”) juncto Pasal 

123 ayat (1) huruf b juncto Pasal 131 huruf (e) PP No. 55/2012. Adapun 

penelitian rancang bangun tersebut meliputi aspek: 

1. rancangan teknis 

2. susunan 

3. ukuran 

4. material 

5. kaca, pintu, engsel, dan bumper 

6. sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/nprt/1060/uu-no-22-tahun-2009-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/nprt/1060/uu-no-22-tahun-2009-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan


7. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor. 

Khusus mengenai modifikasi sebagaimana tersebut di atas hanya 

dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang 

merek, dan yang berhak untuk melakukan modifikasi adalah bengkel umum 

(karoseri) yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang 

industri. Hal ini diatur dalam Pasal 132 ayat (5) dan ayat (6) PP 

No. 55/2012. 

Artinya, modifikasi kendaraan yang dapat dilakukan, antara lain: 

1. Modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau 

pemendekan landasan (chassis) tanpa mengubah jarak sumbu dan 

konstruksi Kendaraan Bermotor tersebut; 

2. Modifikasi mesin dilakukan dengan mengganti mesin dengan mesin 

yang merek dan tipenya sama; 

3. Modifikasi daya angkut hanya dapat dilakukan pada Kendaraan 

Bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah 

jarak sumbu aslinya dan sumbu yang ditambahkan harus memiliki 

material yang sama dengan sumbu aslinya dan harus dilakukan 

perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang dilalui. 

Selain dari pada itu, merujuk pada Pasal 50 ayat (1) UU No. 22/2009 

mensyaratkan bahwa setiap kendaraan yang dilakukan modifikasi dengan 

mengakibatkan perubahan tipe maka diwajibkan untuk dilakukan Uji Tipe.  

  



Uji Tipe dimaksud terdiri atas: 

1. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang 

dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan 

Bermotor dalam keadaan lengkap; dan 

2. Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang 

dilakukan terhadap rumah-rumah (kabin), bak muatan, kereta 

gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang 

dimodifikasi tipenya.  

Adapun Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah 

persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang. Selain 

itu, dalam hal telah dilakukan uji tipe ulang kendaraan bermotor tersebut 

wajib untuk dilakukan registrasi dan identifikasi ulang, hal ini sesuai dengan 

ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 22/2009.  

Persyaratan lain yang perlu untuk diketahui adalah setiap Modifikasi 

Kendaraan Bermotor tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, 

mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung 

jalan yang dilalui, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) UU 

No. 22/2009.
4
 

Jika melihat dari aturan menganai kendaraan seperti tersebut di atas 

menunjukan bahwa perubahan kendaraan menjadi sebuah kendaraan 

Odong-odong itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Odong-
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odong tersebut dapat dikatakan kendaraan ilegal, atau tidak sah secara 

aturan kendaraan.  

Dari wawancara awal penulis terhadap salah satu pengusaha Odong-

odong, para pengusaha tersebut memesan satu unit Odong-odong dari salah 

satu bengkel (karoseri) Odong-odong di Jakarta dengan harga antara 50 juta 

– 70 juta tergantung dari tipe mesin dan basik mobil yang dibuatnya. 

Odong-odong tersebut dibuat dari mobil bekas dengan kondisi yang kurang 

layak jalan (sudah tidak terpakai) kemudian dirubah menjadi sebuah odong-

odong. Dengan tarif Rp 3.000 per orang, anak_anak bisa menaiki Odong-

odong tersebut dengan didampingi orang tua masing-masing kemudian 

mengelilingi jalanan desa selama kurang lebih 15 menit. Tidak jarang pula 

Odong-odong tersebut berjalan sampai kejalan raya. Terkadang odong-

odong juga digunakan untuk mengantar wisata ataupun kondangan dengan 

tarif kusus atau borongan yang ditentukan oleh sopir odong-odong itu 

sendiri.  

Odong-odong secara objek kebendaannya merupakan harta dari 

pemiliknya selaku pengusahanya yang juga dilakukan untuk mencari 

penghasilan, yang mana penghasilan juga sebagai harta bagi si pemiliknya. 

Sedangkan odong-odong secara pengoperasiannya berhubungan dengan 

keselamatan jiwa para penumpangnya. Jadi secara pengoperaisaannya dan 

objek kebendaannya berhubungan dengan dua hal yaitu keselamatan jiwa 

dan harta, yang mana kedua hal tersebut harus dipikirkan agar tidak menjadi 

hal yang mudharat.  



Berdasarkan dengan kaitannya dengan berwirausaha odong-odong 

tersebut, penyusun berpendapat bahwa dalam hal ini terdapat beberapa hal 

yang sangat menarik untuk dikaji, yaitu mengenai kebendaan dalam hal 

menjaga harta dan keamanan dalam menjaga jiwa apakah sudah sesuai 

dengan Hukum Islam. Berangkat dari permasalahan diatas penyusun ditarik 

untuk mengangkat kasus ini dengan dalam bentuk sekripsi dengan judul 

WIRAUSAHA ODONG-ODONG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  

(Studi Kasus Pengusaha Odong-odong di Paguyuban Seduluran Kereta 

Wisata Kabupaten Purbalingga). 

B. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap pemahaman judul di 

atas dan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta dapat mempermudah 

pengertiannya, maka penulis perlu menjelaskan Istilah sebagai berikut: 

1. Wirausaha 

Wirausaha berasal dari dua kata “wira” dan “swasta”. Kata wira 

memiliki kesamaan kata dengan perwira, kesatria atau seseorang yang 

memiliki keberanian besar. Sedang istilah swasta berdasarkan arti 

katanya merupakan suatu bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah 

(non goverment).
5
 

Meredith mengatakan wirausaha adalah orang-orang yang 

mempunyai kemampuan, melihat dan menilai 8 kesempatan bisnis, 

mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna 
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mengambil keuntungan daripadanya serta mengambil tindakan yang 

tepat, guna memastikan kesuksesan.
6
 

Dalam pembahasan kali ini, penulis fokus membahas tentang 

wirausaha yang objeknya adalah kendaraan Odong-odong di 

Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga. 

2. Paguyuban  

Paguyuban adalah Perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, 

didirikan orang-orang yang sepaham (sedarah) untuk membina 

persatuan (kerukunan dan sebagainya) diantara para anggotanya7 

Haryanto dan Nugrohadi (2011) berpendapat, Paguyuban adalah 

keputusan untuk kehidupan bersama dalam kelompok sosial tertentu, 

di mana setiap anggota dalam paguyuban senantiasa diikat oleh 

hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. 

3. Odong-odong  

Odong-odong adalah kendaraan roda empat yang dibuat khusus 

atau hasil modifikasi dari kendaraan lain dan didesain serupa dengan 

kendaraan umum seperti bus kecil atau semacamnya agar terlihat unik, 

menarik dan dapat memuat orang banyak  
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka secara 

metodologis dapat ditarik rumusan masalah yang merupakan landasan 

pemikiran dalam kajian ini sebagaimana berikut: 

1. Bagaimana praktik wirausaha Odong-odong di Paguyuban Seduluran 

Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan usahanya? 

2. Bagaimana praktik wirausaha Odong-odong di Paguyuban Seduluran 

Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga menurut perspektif hukum 

Islam? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a. Mengetahui praktik pengusaha Odong-odong di Paguyuban 

Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga dalam 

menjalankan usahanya. 

b. Menggambarkan dan Menganalisis Praktik Wirausaha Odong-

Odong Di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten 

Purbalingga Menurut Perspektif Hukum Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Manfaat Teoritik 

Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan 

memberikan manfaat bagi peneliti-peneliti lainnya yang mengambil 



topik berkaitan dengan pengelolaan wirausaha, ataupun pihak lain 

yang tertarik dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian 

ini. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Pihak Komunitas Pengusaha Odong-Odong  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi 

pihak pengusaha odong-odong agar dalam pengelolaannya 

sesuai dengan Hukum Islam. 

2) Bagi Masyarakat / Wisatawan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para 

masyarakat atauapun wisatawan agar dapat menjamin 

keamanan bagi penumpang atau pengguna odong-odong. 

E. Kajian Pustaka 

Telaah pustaka ini dimaksudkan mengemukakan teori-teori yang 

relevan dengan masalah yang diteliti, juga digunakan  sebagai alat 

pembanding bagi peneliti terhadap sebuah penelitian yang sedang 

dilakukannya. Dengan melihat penelitian terdahulu, maka peneliti dapat 

melihat kelebihan dan kekurangan dari teori yang digunakan oleh peneliti 

lain dalam penelitianya. Dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat 

dilihat perbedaan subtansial yang membedakan dari penelitian satu dengan 

penelitian yang lain. Sehingga dalam rangka memperjelas untuk mengetahui 

perbedaan penelitian-penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan 



permasalahan yang akan peneliti kaji, maka perlu kiranya untuk  menelaah 

hasil penelitian terdahulu, diantaranya adalah: 

Skripsi dari Aufaqul Umam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam 

Negeri Purwokerto dengan judul “Sewa Menyewa Lahan Tambang Pasir 

Perspektif Maqa>s}id Syari>’ah ( Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan 

Kejobong Kabupaten Purbalingga).” Penelitian ini meneliti mengenai sewa 

menyewa lahan tambang pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong 

Kabupaten Purbalingga. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah Bagaimana dampak praktek penambangan pasir di desa lamuk 

kecamatan kejobong kabupaten purbalingga terhadap lingkungan dan 

Bagaimana  Tinjauan Maqa>s}id Syari>’ah terhadap praktek sewa 

menyewa lahan tambang pasir di desa lamuk kecamatan kejobong 

kabupaten Purbalingga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

implementasi sewa menyewa yang dilakukan oleh anggota tambang pasir di 

Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sudah sejalan 

dengan konsep Maqa>s}id Syari>’ah atau dikatakan sah dimana sudah 

dilakukan pertanggungjawaban berupa pergantian kerugian sesuai dengan 

yang diderita.
8
 

Skripsi dari Lailatul Masruroh, Fakultas Syariah, Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Tinjauan Maqa>s}id 

Syari>’ah Terhadap Peraturan Menteri Perdagagan No. 20 Th 2009 

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Peredaran Barang dan 
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 Aufaqul Umam, “Sewa Menyewa Lahan Tambang Pasir Perspektif Maqashid Syariah 

(Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)”Skripsi, Institut 

Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020. 



Jasa.” Penelitian mengidentifikasi bagaimana bentuk pengawasan pada 

peredaran barang tanpa label SNI menurut permendag No.9 tahun 2009 dan 

tinjauan maqashid syariah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa 1) Bentuk pengawasan dalam peredaran barang tanpa label SNI yang 

dilakukan oleh Disperindag kota Malang, ketika ditemukan barang tanpa 

label SNI yang diberlakukan wajib mereka hanya mendata dan memberi 

pengertian kepada para pelaku. 2) Ditinjau dari maqashid syariah 

bahwasanya pengawasan yang dilakukan ialah untuk memelihara harta dan 

perlindungan terhadap jiwa. Hal ini berkaitan dengan mainan anak-anak 

yang tidak berlabel SNI dikhawatirkan terdapat bahan-bahan berbahaya 

yang digunakan.
9
 

Skripsi dari Muhammad Farhan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Universitas Brawijaya dengan judul “Kesejahteraan Masyarakat Dalam 

Tinjauan Maqa>s}id Syari>’ah (Studi Kasus di Desa Pujon, Kabupaten 

Malang)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis menganalisis 

kesejahteraan masyarakat Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang ditinjau dari 

Maqa>s}id Syari>’ah. Metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif 

dan data yang digunakan adalah data primer yang diporeleh dari hasil 

wawancara yang dilakukan bersama masyarakat Desa Pujon Kidul Teknik 

Interpretasi data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode metode 

analisis deskriptif. Teknik pemeriksaan validitas data yang digunakan dalam 

penulisan ini adalah teknik Triangulasi sumber, teknik, dan waktu.. Hasil 

                                                           
9
 Lailatul Masruroh, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Peraturan Menteri 

Perdagagan No. 20 Th 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Peredaran Barang dan 

Jasa” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016. 



penelitian yang meliputi a) agama, b) jiwa, c) akal, d) keturunan dan e) harta 

ini menunjukkan bahwa penjagaan agama dilakukan dengan min nahiyah al-

wujud, diawali oleh masyarakat desa dengan memperkuat pemahaman, 

sehingga dalam mencapai kesejahteraan, menjaga agama menjadi prioritas 

utama. Penjagaan jiwa dilakukan dengan min nahiyah al-wujud, yaitu 

menjaga keberlangsungan hidup keluarga, terpenuhinya gaya hidup sehat 

yang didukung oleh fasilitas kesehatan dan kegiatan kerohanian di Desa 

Pujon Kidul. Penjagaan akal dilakukan dengan mengikuti program pelatihan 

teknologi, pelatihan hayati, mendengar ceramah, mengikuti pengajian, dan 

pengembangan intelektual melalui pendidikan. Menjaga keturunan yang 

dilakukan masyarakat dengan mengikutsertakan generasi muda mengikuti 

pelatihan dan ikut serta pada program kerja yang bekerjasama dengan dinas 

terkait untuk pengembangan. Dan menjaga harta dilakukan dengan 

kepemilikian faktor produksi seperti tanah, keikutsertaan dalam pelatihan 

pengembangan hasil produksi, dan kesempatan kerja agar terciptanya 

ditribusi pendapatan pada masyarakat.
10

 

Berikut dibawah ini tabel persamaan dan perbedaan pembahasan 

antara judul yang akan diteliti dengan beberapa skripsi pembanding: 

No. Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1. Aufaqul 

Umam 

Sewa Menyewa 

Lahan Tambang 

Pasir Perspektif 

Menghubungkan 

dengan akad 

ijarah atau sewa 

Meneliti sewa 

menyewa 

tambang pasir 
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 Muhammad Farhan, “Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah 

(Studi Kasus di Desa Pujon, Kabupaten Malang)” Skripsi, Universitas Brawijaya, 2020. 



No. Nama Judul Persamaan Perbedaan 

Maqa>s}id 

Syari>’ah (Studi 

Kasus di Desa 

Lamuk Kecamatan 

Kejobong 

Kabupaten 

Purbalingga) 

menyewa dan 

dampaknya 

2. Lailatul 

Masruroh 

Tinjauan 

Maqa>s}id 

Syari>’ah 

Terhadap 

Peraturan Menteri 

Perdagagan No. 

20 Th 2009 

Tentang Ketentuan 

dan Tata Cara 

Pengawasan 

Peredaran Barang 

dan Jasa. 

Menghubungkan 

dengan 

peraturan 

Menteri (hukum 

positif) dengan 

Maqa>s}id 

Syari>’ah 

(hukum islam) 

Meneliti 

peraturan 

menteri 

3. Muhammad 

Farhan 

Kesejahteraan 

Masyarakat Dalam 

Tinjauan 

Maqa>s}id 

Syari>’ah (Studi 

Kasus di Desa 

Pujon, Kabupaten 

Malang) 

Menghubungkan 

dengan 

kesejahteraan 

masyarakat 

Meneliti 

kesejahteraan 

masyarakat 

dari segi 

wirausaha 

 



F. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini dibuat dengan sistematika yang runtut, tujuannya untuk 

mempermudah baik peneliti atau pembaca dalam memahami isi dari 

penelitian ini. Maka perlu adanya sebuah sistematika pembahasan. Adapun 

sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab I berisi Pendahuluan yang merupakan bagian pengantar agar 

pembaca memiliki gambaran menegenai isi dari penelitian yang peneliti 

lakukan. Bab ini terdiri dari latar belakang, definisi operasional,  rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II Landasan Teori menjelaskan tentan Wirausaha dan Legalitas 

Kendaraan Bermotor.  

Bab III Metodologi Penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan 

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data. 

Bab IV Analisis dan pembahasan berisi Profil Seduluran Kereta 

Wisata, Analisis praktik pengusaha Odong-odong di Paguyuban Seduluran 

Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga menjalankan usahanya dan Analisia 

praktik wirausaha Odong-odong di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata 

Kabupaten Purbalingga menurut perspektif hukum islam 

 Bab V Penutup, bab ini menerangkan kesimpulan dari penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, setelah semuanya diuraikan dalam bab-bab di atas 

maka ditarik sebuah kesimpulan yang menjadi pokok dari penelitian ini. 



Dalam bab ini peneliti juga menulis saran dan penutup sebagai closing 

statement.  

  



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Paguyuban Seduluran Kereta Wisata adalah Perkumpulan pemilik 

Odong-odong mobil yang merupakan peneyedia jasa pengantaran untuk 

wisata, keliling sesuai rute dan umum. Odong-odong mobil merupakan 

hasil modifikasi dari kendaraan sebelumnya yang dan dimodifikasi 

sedemikian rupa menjadi kendaraan yang disebut Odong-odong. 

Modifikasi kendaraan bermotor harus memenuhi ketentuan pada 

perturan yang berlaku yaitu Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan 

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 

Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Namun 

dalam praktiknya para pengusaha Odong-odong mobil tersebut tidak 

mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti halnya 

dengan menggunakan kendaraan yang tidak layak pakai, dan 

menggunakan karoseri atau bengkel yang tidak mempunyai lisensi dari 

agen tunggal pemegang merek. Odong-odong mobil juga menggunakan 

jalan umum dalam menjalankan usahanya, dimana hal tersebut 

merupakan tindakan yang dilarang karena sejatinya Odong-odong 



mobil merupakan kendaraan yang diperuntukan untuk kawasan wisata. 

Hal tersebut tetap dilakukan oleh para pengusaha Odong-odong dengan 

dalih untuk memajukan perekonomian dan pariwisata yang ada di 

Kabupaten Purbalingga. 

2. Persyaratan teknis modifikasi kendaraan bermotor yang telah 

ditentukan bertujuannya untuk menciptakan keamanan dan keselamatan 

umum. Dalam praktek usaha Odong-odong merupakan praktek sewa 

jasa. Sewa jasa terkonsep dalam akad ija>rah. Jika dilihat dari manfaat 

ija>rah, praktek usaha Odong-odong mobil yang berasal dari 

modifikasi kendaraan bermotor tidak sesuai dengan Hukum Islam. 

Dalam konsep mas{lah}ah mursalah, hal ini bertentangan dengan 

maqa>s}id syari’ah dan tidak  menjaga prinsip dasar yang bersifat 

pokok (d}aru>ri), hal tersebut terdapat dalam kategori memelihara Jiwa 

(hifz} nafs) pada peringkat al-d{aru>riyyat, yaitu memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan 

kehidupan. Dalam hukum Islam terdapat kaidah la< d}arara wa la< 

d}ira<r, kaidah ini merupakan bentuk preventif untuk menjaga pemilik 

kendaraan dan penumpang agar terhidar dari kecelakaan yang dapat 

ditimbulkan ketika menggunakan Odong-odong. 

B. Saran  

1. Hendaknya bagi para pengusaha odong-odong harus memiliki izin 

beroperasi menurut hukum positif yang berlaku dan menggunakan 



karoseri atau bengkel kendaraan yang sudah mendapatkan lisensi dari 

agen tunggal pemegang merek yang ada di Indonesia. 

2. Hendaknya bagi penegak hukum memberikan edukasi serta sosialisasi 

terhadap masyarakat dan pengusaha odong-odong agar selalu manjaga 

keselamatan dalam hal memelihara Jiwa (hifz} nafs) 
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